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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR %9 TAHUN 2075

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN:';ZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi
Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perl:
peningkatan kemampuan se:ta profesionalisme Pegawazi
Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan
dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;

bahwa berdasarkan' Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4’ Tahun 2013 tentang pemberian tuges
belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain
dijelaskan bahwa wuntuk lebih menjamin kelancaran
pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu
diatur oleh Kepala Daerah;

bahwa Pegawai Nzgeri Sipil yang berkemampuan dan
berkeinginan  untuk  meningkatkan kemampuan dan
keterampilannya dapat diberikan izin belajar atau ditugaskan
untuk mengikuti pendidikan terteniu;

bahwa berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c diatas, pemberian tugas belajar dan
Izin belajar perlu diatur dan dte:apkan dengan Peraturz.
Bupati Ogan Komerihg Ulu Timur.

]
. Undang - Undang Nomor 20 Tuhun 2003 tentang Sister

Pendidikan Nasional: (Lembaran Negara R=publik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 43011);

Undang - Undang Nomor ‘37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsii Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia :Tahun 2002 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347)

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4286); :



Memperhatikan

. Undang — Undang .Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan ..embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik :Indonesia * Tahun 2015 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589},

. Peraturan Pemerintah Nomcr 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri  Sipil dalam Jabatar
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republk indonesia Nomor 13 Tahur
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 33, Tambahfan lembaran Republik indonesia Nomor
4194); '

. Peraturan Pemerinfah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia’ Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara: Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah 'diubah derigan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun' 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indpnesia Nomior 4193);

. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 53 Tahun

2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negar.> Republik Indonesia Nomor
5135); '

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tamabahan Lembaran
Negara Nomor 2278):.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2001

tentang izin belajar dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat
PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

. Surat Menteri Dalam Negeri Momor 892/303/SJ tanggal &

Januari 1990 perihaij petunjuk texnis pemberian surat izin
belajar.

3. Surat Edaran Me?nteri Pendidikan  Nasional Nomor

595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Fenruari 2007 tentang larangan
kelas jauh 1

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian
Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.



MEMUTUSKAN:E?

Menetapkan . PERATURAN BUPATI OGAN" KOMERING ULU TIMUR

TENTANG PEMBERIAN TUGAS EELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Di LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB;I
KETENTUAN UMUM

Pasaﬁ1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

~

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komerirgg Ulu Timur

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah. |

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Satuan Perangkat Kerja Daerah yang se}anjutnya disingkat SKPD adalah satuan
perangkat kerja daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang -- Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara RepuinK Indonesia Nomor 5494).

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan vieh pejabat yang berwenang
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri bukan atas biaya
sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri
Sipil. ;

zin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi atas biaya sendri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggangu

tugas kedinasan sehari-hari. ‘

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang PNS dalarp satu satuan organisasi Negara.

. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi Negara.

4

. Jabatan fungsional adalah kedudukan -yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang
dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian / keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri. ‘

Masa Studi adalah waktu yang telah’ditetapkan Perguruan Tinggi dalam
menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi dimaksud.

Pendidikan Umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan
perluasan pengetahuan yang diperlukan ‘oleh peserta didik untuk melanjutkan
pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. '



14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

(@)

Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan
peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama pade penguasaan disiplin iimu
pengetahuan tertentu. ‘

Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan
keahlian khusus.

Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peseta didix
untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara
dengan program sarjana.

Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik
yang berkelainan atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa
yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus
paca tinz<at pendidikan dasar dan mengngah.

. Jenjang Pendidikan adalah jenjang 'pendidikan formal yang terdiri atas

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Fenanggung biaya pendidikan adalah lembaga berhadan hukum atau negara
yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.

Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana
paling sedikit sama dengan biaya Sur'nbangan Fanyelenggaraan Pendidikan
atau biaya lannya yang sejenis. ‘

Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu
pembiayaan selama melaksanakan pendidikan vang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti dan ditempuh oleh
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningka‘an jenjang pendidikan.

Badan Kepegawaian Daerah yang selénjutnya d:isingkat BKD adalah Badan
Kepegawaian dan Dklat Daerah Kabupatén Ogan Komering Ulu Timur.

BAB I|
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal?

Maksud pemberian Tugas Belajar dén Izin Belajar adalah memberikan
kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi agar
mampu memberikan pelayanan yang Iebi{w baik kepada masyarakat.

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajaﬁ bertujuan :
a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS;
b. Meningkatkan profesionalisme PNS diBidang tugasnya;

C. Membina PNS yang mampu berperlan sebagéi nembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa:

d. Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akadamis dalam mendukung
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. :

1



BAG il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian tugas
belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui jatur
pendidikan fc:mal, meliputi :

o o o

0

(1)

()

()

(2).

Perencaiaan;

Pengeloiaan dan Pengendalian;

Kewenangan,;

Persyaratan;

Proseaur,

Kedudukan, Hak dan Kewajiban;

Sekolah/Perguruan Tinggi/Penyelenggara Pendidikan dan sumber pembiayaan;
Pengabdian; !
Pengembangan Karier dan Jabatan;
Sanksi:

Pengaktifan Kembali

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

Tugas Belajar diberikan kepada PNS vmeliputi pendidikan akademik, profesi,
vokasi, yang dilaksanakan di daiam maupun luar neger:.

Izin Belajar yang diberikan kepada PN$S meliputi pendidikan umum, kejuruan
akademik, profesi, vokasi, yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri;

Tugas Betlajar dan Izin Belajar diberikan sesuai derigan jenjang pendidikan yang
meliputi :

a. Program Dipioma I, II, Il dan IV atau yang setara.

b. Program Magister atau yang setara |

c. Program Pendidikan Doktor

d. Program Dokter Spesialis
e

. Pendidikan Menengah

BAB IV
PERENCANAAN

Pasalf

. Penyusunan rencana kebutuhan tugas: belajar dai izin belajar dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan,
ketetampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu
persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan den
pembangunan. :

Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh



masing-masing Kepala SKPD yang dikerdinasikan dengan Sekretariat Daerah.

Pasal 6
(1). Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5, dimuat dalam Rencana Strategis SKPD.

(2). Rencana Starategis sebagaimana dimaksud pad: ayat (1) dijabarkan dalami
rencana program tahunan.

(3). Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar disusun berdasarkan analisis,
rencana dan kualifikasii akademik.

Pasal 7

Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin bélajar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (3) berisi informasi tentang :

a. Bidang pekerjaan yang membutuhkan tdgjas belajar atau izin belajar.
b. Jenis keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan .

¢. Program pendidikan yang direncanakan |
d

Kualifikasi akademik, calon PNS tugas belajar dan ijin belajar berdasarkan
analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan di SKPD masing-
masing
Lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar atau izin belajar
Jangka waktu pendidikan dan pelatihan :

Sumber biaya

Ta = o

Kualifikasi pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi
jabatan yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi pada
masing-masing SKPD.

BAB v
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
Pasai 8
SKPD yang berwenang dalam pengelolahan dan pengencalian pemberian tugas

belajar dan izin belajar bagi PNS adalah Badan Kepegawaian dan Dikiat Daerah
(BKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. '
;

BAB VI
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 9

Bupati selaku pejabat pembina kepengawaiarn dapat melimpahkan kewenangan
pemberian tugas belajar dar izin belajar kepada Sekretaris Daerabh.



i

yang setara, !
3. Penata Muda Tingkat | (ill/b) bagi yang melanjutkan ke Strata 3 (S3) atau
yang setara;
Memiliki ijazah terakhir yang dipersyaratkan jeqjang pendidikan yang akan
ditempuh/diikuti; ‘
Surat rekomendasi mengikuti Tugas Beldjar atau IAm Belajar dari Kepala SKPD,;
Surat Keierangan dari Kepala SKPD mengenai program studi yang akan

ditempuh mempunyai hubungan atau sesuzi dengan kebutuhan atau
pengembiangan SKPD;

Surat jaminan pembiayaan pendidikan. Tugas Belajar khusus bagi pemohor
penunjukan Tugas Belajar yang dibiayai dari non APED;

Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Bunati untuk mengikuti seleks!
Tugas Belajar pada lembaga pendidikan;

Surat keterangan dari lembaga pendidikan yany menerangkan bahwa yang
bersangkutan lulus seleksi/ujian masuk dan dinyatakan diterima pada iembaga
pendidikan tersebut;

Mienandaiangani pakta integritas yang dltentukan oleh Bupati dan diketahui oleh
Kepala SKPD;

Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum
memungkinkan.

Pasal 13

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud‘dalam pasal 11 adalah setiap PNS yang
mengajukan Tugas Belajar atau lzin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut : :

.

Peisyaraian khusus Tugas Belajar :

1. Khusus PNS yang baru pindah/mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah,
harus telah mengabdi paling sedikit 3 (tiga) tahun kepada Pemerintah Daerah;

2. PNS yang diusulkan merupakan PNS aktif, berprestasi kerja baik, memiliki
potensi untuk dikembangkan serta memiliki komitmen untuk mengabdi dan
memajukan daerah;

3. Khusus PNS yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar
dan telah menyelesaikan pendidikannya, apabila yang bersangkutan
diusulkan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
sebagai pegawai tugas belajar kembali harus bekerja/mengabdi kepada
Pemerintah Daerah terlebih dahulu paling sedikit 2 (dua) tahun.

Persyaratan khusus lzin Belajar :

1. Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkari
keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang akan ditempuh dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

2. Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih tinggi,
program studi yang akan diikuti harus sesuai (runtut) dengan latar belakang
pendidikan setingkat lebih rendah sebelumnya;

3. Pendidikan yang diikuti di luar® jam kerja dan tidak menggangu
pekerjaan/tugas sehari-hari;

4. Kegiatan pendidikan diselenggarakan berdomisili di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur dan/atau ditempat yang jarak atau waktu tempuhnya
relatif singkat/mudah ditempuh;

5. Sistem penyelenggaraan pendidikannya bukan Q'r'aerupakan pendidikan model



kelas jauh/kelas eksekutif/kelas khusus dan/atau yang sejenisnya yang
dilarang menurut peraturan perundang-undangarn yang bgrlgku kecuall. tglah
mendapatkan izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan
atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku menyelenngarakan pendidikan.

Bagian Ketiga
Batas Usia dan Jangka Waktu Pendidikan
Pasalﬁ4

(1). Batas usia maksimal bagi P°NS yang: akan mengikuti tugas belajar adalah
sebagai berikut : :

a. Program Diploma I, Diploma I, Dipioma Il dan Program Strata | (S-1) atau
setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh iima) talun;

b. Program Strata Il (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh)
tahun;

c. Program Strata ll (S-3) atau setara berusia paiing tinggi 40 (empat puluh)
tahun;

(2). Khusus untuk jabatan yang sangat diperlukan dapat di‘etapkan menjadi :

a. Program diploma |, diploma I, diploma Ili dan program strata | (S-1) atau
setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh} tahun;

b. Program Strata il (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh
dua) tahun;

c. Program Strata lll (S-3) atau setarél berusia paling tinggi 47 (empat puluh
tujuh) tahun; ‘

(3). Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar. sebagai berikut :

a. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidkan dari SLTA ke Diploma 1
(D.1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;

b. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidkan dari SLTA ke Diploma 2
(D.Il) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;

c. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidkan dari SLTA ke Diploma 3
(D.HI) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;

d. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4
(D.IV)/Strata 1 (S.1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;

e. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D.IlI) ke
Stara 1 (S1) selama 4 (empat)) semester atau untuk 2 (duz) tahun;

f. Batas maksimal waktu menyelesaikah pendidkan dari Stara 1 (S1) ke Stara 2
(S2) selama 4 (empat)) semester atau untuk 2 (dua) tahun;

g. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidkan dari Stara 2 (S2) ke Stara 3
(S3) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;

h. Batas maksimal waktu menyelesaiken program pendidkan cokter spesialis
selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;

(4). Khusus untuk program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasai 14 ayat
(3) huruf h, dapat disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.

(5). Jangka waktu melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai



kebutuhan SKPD dan persetujuan sponsor dan/atau SKPD.

(6). Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tu.gas belajar setelah diberikan
perpanjangan waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan
status menjadi izin belajar.

Bagian Keempat
Institusi Pendidikan

Pasal 15

(1). Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan diselenggarakan di institusi

pendidikan yarg meliputi : ;
a. Perguruan Tingi Negeri; :

b. Perguruan Tinggi Swasta;

c. Perguruan Tinggi diluar Negeri

(2).Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan, Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus terakreditasi paling rendah B dari

lembaga yang berwenang;

(3). Tugas Belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan®tinggi negeri tidak memiliki
program studi yang dipilih; :

(4). Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
harus diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia:

(5). Penyelenggaraan Tugas Belajar luar negeri dapat dilakukan apabila terdapat
hubungan bilateral anatara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara
yang bersangkutan; ‘

(6).Penyelenggaraan tugas belajar luar negéri dapat diiakukan sepanjang mendapat
pembiayaan diluar APBD yang tidak mengikat yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Bagian Ke::satu
Tugas Bélajar

Pasal 16
(1). Tugas Belaiar diberikan kepada PNS padl;a saat await mengikuti pendidikan:

(2).Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang teleh memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 132 huruf a, yang dtetapkan
dengan Keputusan Bupati: 7

(3). Khusus Tugas Belajar yang sumber biaya pendidikahnya dari APBD, disiplin ilmu
pendidikan yang akan diikuti harus - sesuai dengan prioritas  kebutuhan
Pemerintah Daerah dan atau SKPD;

(4).Sebelum mengikuti ujian seleksi masuk sekolah/perguruan tinggi, PNS yang
bersangkutan mengajukan izin terlebih dahulu kepakia Bupati yang disetujui dan



direkomendasikan dari Kepala SKPD nja;

(5). Sebelum dilaksanakannya ujian seleksi masuk sekolah/perguruan tinggi, bag;
bakal calon pegawai tugas belajar, harus menunggu izin dari Bupati apakah
Jdisetujui atau tidaknya yang bersangkutan mengikuti ujian seleksi masuk
dimaksud; :

(6). Surat Keputusan Tugas Belajar hanya berlaku kepada nama yang tercantum
dalam Keputusan Bupati;

(7). Surat Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dim:i«sud pada ayat (6) diberikan
hanya 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.

(8). PNS aapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut
dengan persyaratan : i

a. Mendapat izin dari pimpinan SKPD nya;
b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan:
c. Jenjang pendidikan bersiat linier dan;

d. Dibutuhkan oleh SKPD.

Bagian Kedua
{zin Bei'ajar
Pasal 17

(1). izin Beiajar diberikan kepada PNS yang ieleh memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 dan Pasai 13 huruf b, berupa Surat izin
Belajar yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;

(2). Sebelum mengikuti ujian seleksi masuk, PNS vang hersangkutan harus
mengaiukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala SKPDnya sesuai
dengar: ketentuan, selanjutnya Kepala SKPDnya menerbitkan surat persetujuan
tivak berkeberatan untuk mengikuti test seleksi dimaksud;

{9). Setelan dinyatakan lulus ujian masuk, PNS yany cersangkutan permohonan
mendapatkan lzin  Belajar kepada Bupati c¢.g Kepala BKD setelah
direkomendasikan oleh Kepala SKPDnya;

(4). Surat Izin Belajar hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin
Belajar yang ditetapkan olek. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

(5). Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya 1 (satu)
kali selama PNS mengikuti pendidikan.

BAB IX
KEDUDUKAN, HAK dAN KEWA.JiBAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 18

(1). Status kepegawaian bagi PNS yang meléksanakar tugas belajar dan izin belajar
tetap di SKPD asal.

(2).PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu
dbebaskan dari jabatannya pada saat melaksanaken tugas belajar.



Bagian Kedua
Hak

Pasal 19

(1). PNS yang diberikan tugas belajar atau izin belajar memiliki hak :

a.
b.

Menerima Gayji,

i

Kenaikan gaji berkaia;dan

c. Hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2). PNS Tugas Belajar berhak mendapat pertimbangan untuk memperoleh bantuan
biaya pendidikan yang bersumber dari : ‘

a.
b
C.
d

e.
(3). P

APBN

. APBD

Biaya Bersama (Cost Sharing) APBN dengan APBD

. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional

bebadan hukum yang tidak mengikat; '
Bantuan pihak asing yang tidak mengikat

emberian biaya pendidikan kepada PNS Tugas Belajar yang bersumber dari

APBD maupun bersifat biaya bersama (Cost Sharing) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah; !

(4).Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan setelah pengajuan proposal bantuan biaya pendidikan pegawai tugas
belajar.

Bagian ketiga
Kewajiban

Pasal 20

(1). PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki kewajiban :

d.

Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung
atau pejabat lain yang ditunjuk;

. Melaporkan keberadaanya kepada Perwakilan Republik Indonesia bagi PNS

yang melaksanakan tugas belajar di Iu_ar negeri;

Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kepala
SKPD; ,

Melaporkan atau menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan
pelaksanaan tugas belajar per semester kepaca Bupati c.q Kepala SKPD

sebagai bahan pertimbangan pejabat atasan langsung daiam pemberian
P2KP; !

Melaporkan perkembangan pelaksanzan tugas belajar secara tertulis kepada
Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat melaksanakan tugas beiajar
bagi PNS Tugas Belajar diuar negeri sebagai bahan pertimbangan dalam
pemberian P2KP; ‘ ‘

Melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara
tempat melaksanakan tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar diluar negeri,
setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaksanaan tugas belajar atau



berakhir masa melaksanakan Tugas Eelajar;

g. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala SKPD‘ sete!a_h yang

‘ bersangkutan menyelesaikan pelaksanaan tugas belajar atau berakhir masa
melaksanakan tugas belajar '

h. Membayar sejumiah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dil’erinja
kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Tirnur apabila
PNS tugas belajar :

1. Membataikan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;

2. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan
karena kelalaiannya;

(@]

Tidak melaksanakan tugas tugas belajar ba'k seluruhya maupun sebagian
masa tugas belajar yang telah ditentukar sesuai peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

i. Tidak menuntut jabatan dan tidak menuntut penyvesuaian ijazah ke dalam
pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

(2).PNS yang diberikan lzin Belajar memiliki kewajiban :

a. tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikzn siat pendidikan yang dikuti
PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan
SKPD; :

b. selama mengikuti pendidikan,membuat laporan kemajuan belajarya kepada
Bupati melalui Kepala SKPD setiap akhir semester dan akhir tahun ajaran;

c. setelah selesai mengikuti pendidikan '

1. Membuat laporan akhir pendidikan kepada Eipati melalui Kepada SKPD
dengan melampirkan bukti kelulisan berupa ijazah dari sekolah atau
perguruan tinggi yang diikuti:

2. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih
tincgi kecuali terdapat formasi.

BAB X
SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasalé1

(1).Status sekolah/lembaga/perguruan tinggi yang dituju/diikuti oleh PNS tugas
belajar dan izin belajar harus terakreditasi minimal B dan/atau telah mendapat
izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggur.g jawab dibidang pendidikar
nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfaku:

(2).Sistem  pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. :

Pasai 22
Pembiayaan Izin Belajar bersumber dari biayq sendiri (Swadana).



.
.

Pasal 23
(1). Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari :
a. APBN:
b. APBD;
c. Biaya bersama (Cost sharing) APBN dengan APBD:;
d

. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional
berbadan hukum yang tidak mengikat;

e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

(2). Pembiayaan tugas belajar yang bersurﬁber dari AFBD sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 butir b, besarnya disesuaikan dengan kermampuan keuangan daerah
dan dialokasikan pada anggaran SKPD vyarg bersangkutan, dengan
memperhatikan besarnya biaya tugas belajar yang masih harus ditanggung
peserta yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 24

(1). Biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23 huruf
b digunakan untuk : :

a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional
FPendidgikan (BEOP);

b. Perjalanan pergi-pulang ke dan dari tempat tugas belajar;

c. Biaya hidup selama melaksanakan tugas belajar (pemondokan dan uang
makan} l

d. Kegiatan kurikuler, matrikulasi, outbond, kursus atzu pelatihan yang wajib;

e. Pendaftaran ulang (registrasi), pengﬁadaan alat pelajaran dan kelengkapan
mahasiswa, langganan emailinternet, kegiatan dan alat/bahan praktikum,
semina~, kuliah kerja lapangan (KKL) étau sejenisnya yang waijib;

f. Tunjangan penelitian atau riset, penyusunan tugas
akhir/skripsi/thesis/desertasi, judisium dan wisuda;

g. Tunjangan awal program, iuran profesi (khusus cokter spesialis);
h. Biaya pengembangan dokter spesialis;(khusus dokter spesialis);

(2).Biaya pendidikan yang wajib ditanggung Pemarintah Daerah, dibayarkan
langsung kepada badan perguruan/lembaga pendidikan yang berkepentingan
atau kepada yang bersangkutan (tugas belajar).

(3). Biaya pendidikan yang bersifat biaya bersama (cost sharing) APBN dan APBD
diberikan sesuai dengan alokasi bantuan yang telah ditentukan dan disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

(1). Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemizayarannya dilakukan secara
bertahap maksimum sama dengan lamanya masa studi;

(2). Pembayaran Tahap | (Tahun Pertama) biaya Tugas Belajar dengan surmber dana
APBD dan biaya bersama APBN  (cost siharing)  dilakukan dengan
ketentuan/persyaratan : 'f

a. Salinan sah Keputusan Bupati tentang Penetapan i"iNS Tugas Belajar;

b. Pegawai Tugas Belajar telah menandatangani  Pakta  Integritas/Surat
Pernyataan Tugas Belajar; !

(3). Pemabayaran Tahap Il dan seterusnya biaya Tugas Belajar dengan sumber



dana APBD dan biaya bersama APBN (cost shaing) dapat dilakukan dengan
syarat :

a. Salinan/fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas Beiajar;
b. Salinan/fotokopi Pakta Integritas/Sura’g pernyataan Tugas Belajar;

c. Salinan/fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir;

d. Salinan/fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah dilegalisir.

(4) SPP  dan BOP diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada
sekolah/perguruan  tinggi/lembaga pendidikan yang berkepentingan dan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(5) Bagi PNS yang melaksanakan izin belajar dapat dibantu biaya pendidikan diluar
ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1)
maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun dibebankan
pada anggaran SKPD yang berkenaan. -

BAB XI .
PENGABDIAN
Pasal26

(1). PNS yang diberikan Izin Belsjar, wajib: mengabd) kepada Pemerintah Daerah
paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan;

(2). PNS Tugas Belajar yang pendidikannyaj dibiayai cleh Pemerintah Daerah atau
pihak lain setelah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdi kembali kepada
Pemerintah Daerah paling sedikit dua kali masa per.didikan; :

{3).PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin
meianjutkan pendidikan ke jenjang ‘yang lebih tinggi dengan prosedur
penunjuk-an Tugas Belajar harus telah bekerja/mengabdi paling sedikit 2 (dua)
fanun. :

{

BAB XlI
PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN

Pasal 27

(1). Bagi PNS Tugas Belajar yang melaksanakan pendidikan selama lebih dari 6
(enam) bulan, diberhentikan dari jabatar berikut tunjangan jabatannya terhitung
mulai tanggal kuliah sebagai PNS Tugas Belajar;

(2). Jabatan sebagaimana dimaksud pada ;alyat (1) meliouti jabatan struktural dan
jabatan fungsionai: ’»

|
(3). Dalam hal PNS telah menduduki jabatan sebelum ditunjuk sebagai PNS Tugas
Belajar, maka setelah menyelesaikan Tugas Belajar dapat diangkat kembali
dalam jabatan semula sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang
ditentukan dan/atau sesuai lowongan jabatan atau kebutuhan organisasi.

BAB XII! !
SANKS!



Pasal 28

(1). Pemberian tugas belajar dan izin belajar dapat dihertikan atau dibatalkan, pabiia
PNS yang bersangkutan : )

a.

Mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga
pendicikan dikarenakan tindakan administrati terupa pencabutan pemberian
tugas oelajar;

PNS ;ang bersangkutan beralih program studi atau pindah sekolah/perguruan
tinggi yang lain;

Sakit jasmani dan/atau rohani yang mengzkibatkan tidak mungkin lagi
meneruskan program Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter pemerintah; - ‘

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersaizin melakukan tindak pidana
kriminal yang ditetapkan dengan putusan pengadiian:

Mendapat hukuman disiplin berat dengan pembs=rhentian dengan hormat tidai
atas permintaan sendiri sebagai PNS dJan pembarhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.

(2). Pemberhentian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3).Penetapan Surat Keputusan Pemberhéntian Tugas Belajar dan lzin Belajar
bagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang
ditunjuk. '

Pasal 29

(1).PNS Tugas Belajar yang dibiayai dengan AFED akan dikenakan sanksi
administrative dan hukuman disiplin tingkat sedang serta wajib mengembalikan
seluruh bantuan biaya pendidikan yang diterima selama mengikuti pendidikan,
apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau mengundurkan diri dari
pendidikannya dan apabila mengajukan permoionan pindah/mutasi keluar
Daerah sebelum habis masa pengabdiannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2).

(2). Pengembalian seiuruh tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang sakit jasmani dan/atau rohani,
meninggal dunia serta sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan.

BAB x:lv
PENGAKTIFAN KEMBAL)J

Pasal 30

(1).Bupati berwenang menetapkan pengaktifan kernbéli bagi PNS vyang telah
melaksanakan tugas belajar; _

(2).Pengaktifan kembali PNS yang telah' selesai melaksanakan tugas belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang
ditunjuk; :

(3). Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada peraturan ‘perundargan yang beriaku dengar
menyampaikan bukti bukli yang terkait dengar pelaksanaan wgas belajar,

sebagai beriklt;

|
!



a. Laporan akhir pelaksanaan tugas belajar;

b. Surat Keterangan pengembalian PNS dari peny=iznggara/ sekolah/ perguruan
tinggi; 3

c. SK kepangkatan terakhir,

d. Salinan atau fotokopi SK Tugas Belajar;

e. Salinan atau fotokopi ljazah dan Transkrip nilai yang telah disahkan oieh
pejabzi yang berwenang;

f. Fotokopi pakta integritas pegawai Tugas Belajar.

{4).Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan surat tugas guna kembali bertugias di SKPD asal.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

(1). Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur melakukan monitoring seluruh pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;

(2). Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan tugas belajar dan izin
belajar di lingkungan unit kerjanya;

(3).Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
a. Keberhasilan pelaksanaan;
b. Pemberian nilai pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
c. Keberadaan tempat tinggal PNS tugas belajar;
d. Perilaku PNS. '

(4).Hasil peiaksanaan monitoring dilapork:an kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. ‘

i

Pasal 32

(1). Evaluasi dilakukan dalam rangka pengeqdalian program pemberian tugas belajar
dan izin belajar sebagai suatu bentuk akLimtabiIitas;

(2). Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga, dan program pendidikan;

(3). Evaluasi dilakukan oleh kepala SKPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun,;

{4). Hasil eveiuasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PE:'-.'RAL!HAN

Pasa!33

(1).Surat tugas belajar atau izin belajar 'yang diterbitkan sebelum berlakunya(
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas
belajar atau izin belajar selesai;

(2).Surat tugas belajar atau izin belajar diterbitkan sehelum berlakunya Peraturan



Bupati ini dan yang bersangkutan belum melaksanakan tugas belajar atau izin
belajar, wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasai34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segzla ketentuan yang mengatur
tentang tugas belajar dan izin belajar sepanjang tidak bertentangan dengan
Deraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan percgundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal ¢ Juli 2015

BUPATI OG /AN KOMERING ULU TIMUR, "‘ﬁ

4| H.HERMAN DERU ﬂQ &

_iundangkai: di Martapura
Pada tanggai 95 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH ;
KABUPATEN CGAN KOMERING ULU TIMUR,

NI G

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR %5
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